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iIHPS I Tahun 2022 Kata Pengantar

PUJI syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 
kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah dengan tepat waktu. 

IHPS ini disusun untuk memenuhi amanat Pasal 18 UU Nomor 15  Tahun  2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.     

IHPS I Tahun 2022 merupakan ikhtisar dari 771 Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh 
BPK, IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan atas 682 laporan keuangan, 41 
hasil pemeriksaan kinerja, dan 48 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT)-
kepatuhan. 

Hasil pemeriksaan dalam IHPS I Tahun 2022 disajikan berdasarkan pengelola 
anggaran dan jenis pemeriksaannya, serta dikelompokkan menurut tema dan fokus 
pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024. 
IHPS I Tahun 2022 juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi 
hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, 
dan pemantauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan 
kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembaca, 
IHPS I Tahun 2022 menyertakan  lampiran dan ǎƻƊŎƻǇȅ LHP dalam satu ƅŀǎƘ Řƛǎƪ 

yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS.

BPK berharap IHPS I Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi para pemangku 
kepentingan untuk pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang lebih 
baik dalam rangka mencapai tujuan negara.

Kata Pengantar

Jakarta,       September 2022
Badan Pemeriksa Keuangan RI

Ketua,

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.
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SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk 

untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 

secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK 
berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

YANG TERKAIT TUGAS BPK

Undang-Undang (UU) Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
UU Nomor 1  Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, UU Nomor 

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan.

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN 

TERHADAP pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, lembaga 

negara lainnya, Bank Indonesia, 
badan usaha milik negara, badan 

layanan umum, badan usaha milik 

daerah dan lembaga atau badan lain 

yang mengelola keuangan negara. 
Pemeriksaan dimaksud meliputi 
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan 

kinerja, dan pemeriksaan dengan 

tujuan tertentu.

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN, BPK menetapkan 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan 
bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK 
menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar 
integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung 
pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan 

pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/
atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas 
penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan 
ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Pemeriksaan

IHPS

Pengelola Keuangan NegaraBPK

Tentang BPK























1Ringkasan EksekutifIHPS I Tahun 2022

Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 disusun 

untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 771 Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2022 yang terdiri atas 
682 LHP keuangan (88,5%), 41 LHP kinerja (5,3%), dan 48 LHP dengan 
tujuan tertentu/DTT-Kepatuhan (6,2%) seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I 

Tahun 2022

Keterangan: Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik 
dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif.

Pemerintah Pusat 143 1.371 3.587

ï Pemeriksaan Keuangan 137 1.250 3.364

ï Pemeriksaan Kinerja 1 6 6

ï Pemeriksaan DTT-Kepatuhan 5 115 217

Pemerintah Daerah  576 7.234 19.744

ï Pemeriksaan Keuangan 541 6.965 18.949

ï Pemeriksaan Kinerja 35 269 795

ï Pemeriksaan DTT-Kepatuhan - - -

BUMN dan Badan Lainnya 52 553 1.465

ï Pemeriksaan Keuangan 4 42 134

ï Pemeriksaan Kinerja 5 48 157

ï Pemeriksaan DTT-Kepatuhan 43 463 1.174

Total 771 9.158 24.796

ï Pemeriksaan Keuangan 682 8.257 22.447

ï Pemeriksaan Kinerja 41 323 958

ï Pemeriksaan DTT-Kepatuhan 48 578 1.391

Jumlah

LHP
Pengelola Anggaran/

Jenis Pemeriksaan

Jumlah

Temuan

Jumlah

Rekomendasi
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Hasil reviu menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian 

besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level ŀŘǾŀƴŎŜŘ 

sebanyak 19 kriteria atau 40,43%, level good sebanyak 18 kriteria atau 

38,30%, dan level basic sebanyak 10 kriteria atau 21,27%. Selain itu, 
terdapat satu kriteria yang tidak dinilai (not assessed), yaitu kriteria terkait 

dengan dana sumber daya alam, karena masih perlu diperjelas lebih lanjut 

mengenai kriteria terkait lingkup transparansi fiskal atas pengelolaan dana 
sumber daya alam. Pemenuhan kriteria-kriteria pilar transparansi tersebut 

diketahui dari praktik-praktik yang telah dilakukan oleh pemerintah pada 
tahun 2021. Pemenuhan masing-masing pilar tersebut disajikan pada 

Gambar 1.2 dengan penjelasan sebagai berikut.

 ●  Pilar Pelaporan Fiskal, 7 kriteria pada level !ŘǾŀƴŎŜŘ dan 5 kriteria 

pada level Good. 

 ●  Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran, 5 kriteria pada level !ŘǾŀƴŎŜŘ, 

6 kriteria pada level Good,  dan 1 kriteria pada level Basic. 

 ●  Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, 6 kriteria pada level 

!ŘǾŀƴŎŜŘ, 4 kriteria pada level Good, dan 2 kriteria pada level Basic.

 ●  Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya, 1 kriteria pada level 

!ŘǾŀƴŎŜŘ, 3 kriteria pada level Good, 7 kriteria pada level Basic.

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

PADA semester I tahun 2022, BPK memeriksa 85 LKKL Tahun 2021 dan 1 

LKBUN Tahun 2021. Satu laporan keuangan diperiksa oleh akuntan publik 

yang ditunjuk oleh DPR RI, yaitu Laporan Keuangan BPK Tahun 2021. Selain 

itu, terdapat 1 laporan keuangan yaitu Laporan Keuangan Likuidasi Badan 

Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BP-BPWS) 

per 26 November 2021 yang diperiksa BPK dan telah dimuat dalam IHPS 

II Tahun 2021. Untuk mendukung pemeriksaan LKBUN Tahun 2021, BPK 

juga memeriksa 11 laporan keuangan UAKPA/B BABUN pada K/L terkait 
dan tidak diberikan opini.

Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 86 LKKL (termasuk LK Likuidasi BP-BPWS) 

dan 1 LK BUN Tahun 2021 mengungkapkan opini WTP atas 82 LKKL dan 

1 LK BUN, serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. 
Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk LK BPK Tahun 2021 yang 
diperiksa oleh KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan. LK BPK Tahun 2021 

memperoleh opini WTP. 
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Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan atas 85 LKKL (tidak 
termasuk LK BPK dan LK BP-BPWS) dan 1 LKBUN serta dukungan LK BUN 

pada 11 UAKPA/B BABUN, BPK mengungkapkan 1.114 temuan yang 
memuat 2.116 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) 

dan permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi 1.018 
permasalahan kelemahan SPI dan 1.098 permasalahan ketidakpatuhan 
sebesar Rp3,68 triliun sebagaimana disajikan pada Gambar 1.5. BPK 

tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi 

untuk perbaikan di masa yang akan datang. Rekapitulasi kelemahan SPI 

dan ketidakpatuhan menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021 
disajikan pada Lampiran 2.1 dalam ƅŀǎƘ Řƛǎƪ. 

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan 
atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021.

Sistem Pengendalian Intern
HASIL pemeriksaan BPK mengungkapkan 1.018 permasalahan 

kelemahan SPI yang meliputi  350 (34%) kelemahan sistem pengendalian 
akuntansi dan pelaporan, 440 (43%) kelemahan sistem pengendalian 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 228 (23%) kelemahan 

struktur pengendalian intern. Contoh permasalahan kelemahan SPI yang 

tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKKL dan LKBUN Tahun 2021 
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 ●  Lebih cermat dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban  
dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan 

menyetor ke kas negara.

 ●  Mematuhi  ketentuan  yang  berlaku  serta  meningkatkan  pembinaan, 

pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam 

pengelolaan BMN.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan menurut entitas 
atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021 disajikan pada Lampiran 2.1.1-2.1.5 

pada ƅŀǎƘ Řƛǎƪ.

Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri

PADA semester I tahun 2022, BPK memeriksa 39 LKPHLN Tahun 2021 

pada 17 K/L, sebagai bagian dari keuangan negara. Sumber pendanaan 
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) tersebut, 9 berasal dari Asian 

Development Bank (ADB), 9 dari World Bank, 16 dari International 
Bank for Reconstruction and Development (IBRD), 4 dari International 
Fund for Agricultural Development (IFAD), dan 1 dari Global Financing 
Facility (GFF). LKPHLN disusun oleh K/L selaku pihak yang mengelola dan 
mempertanggungjawabkan PHLN kepada pemberi pinjaman dan/atau 
hibah luar negeri.

Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 39 LKPHLN Tahun 2021 mengungkapkan 

opini WTP atas 38 LKPHLN dan opini WDP atas 1 LKPHLN yaitu Pinjaman 

IBRD Nomor 8872-ID bŀǝƻƴŀƭ ¦Ǌōŀƴ ²ŀǘŜǊ {ǳǇǇƭȅ tǊƻƧŜŎǘ (NUWSP) 

pada Kementerian PUPR. Daftar opini LKPHLN Tahun 2017-2021 dan 
permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPHLN Tahun 

2021 disajikan pada Gambar 1.6.
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Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK atas 39 LKPHLN 

Tahun 2021 mengungkapkan 136 temuan yang memuat 211 permasalahan 

kelemahan SPI dan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi 94 
permasalahan kelemahan SPI dan 117 permasalahan ketidakpatuhan 
sebesar Rp43,67 miliar sebagaimana disajikan pada Gambar 1.7. BPK 

tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi 

untuk perbaikan di masa yang akan datang. Rekapitulasi kelemahan SPI 

dan ketidakpatuhan atas LKPHLN Tahun 2021 disajikan pada Lampiran 2.2 

dalam ƅŀǎƘ Řƛǎƪ.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan 
yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPHLN Tahun 2021.

Sistem Pengendalian Intern
HASIL pemeriksaan mengungkapkan 94 permasalahan kelemahan SPI 

yang meliputi 19 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi 
dan pelaporan, 46 permasalahan kelemahan sistem pengendalian 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 29 permasalahan 

kelemahan struktur pengendalian intern. Contoh permasalahan 

kelemahan SPI yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPHLN 
Tahun 2021 disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2021

Permasalahan dan Contohnya Jumlah
Permasalahan

Kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan terjadi pada 11 PHLN. 19

ï Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, di antaranya aset yang dihasilkan dari kegiatan 
penelitian pada Universitas Malikussaleh (Unimal) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), 
dan dari belanja jasa konsultan pada Univeritas Jambi (Unja), Universitas Riau (Unri), dan Dit. 

Sumber Daya belum diinventarisasi dan/atau dicatat sebagai aset satker terkait. Selain itu, 
nilai jasa konsultan pengawas atas pekerjaan ŎƛǾƛƭ ǿƻǊƪ belum dikapitalisasi sebagai nilai aset 

tetap maupun persediaan untuk diserahkan kepada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 

(PTNBH). Permasalahan ini terjadi pada proyek yang didanai dari pinjaman ADB Nomor 

3749-INO !ŘǾŀƴŎŜǎ YƴƻǿƭŜŘƎŜ ŀƴŘ {ƪƛƭƭǎ ŦƻǊ {ǳǎǘŀƛƴŀōƭŜ DǊƻǿǘƘ tǊƻƧŜŎǘ ƛƴ LƴŘƻƴŜǎƛŀ (AKSI) di 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

3

ï Proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya proses 
konsolidasi laporan capaian indikator terkait pencairan (ITP)/disbursement linked indicators 

(DLI) K/L dan hasil reviunya oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) tidak tepat waktu, 
sehingga terlambat disampaikan kepada BPKP untuk diverifikasi. Hal ini berdampak pada  tidak 
dapat dicairkannya loan pada tahun 2021 untuk capaian DLI tahun 2020. Permasalahan ini 
terjadi pada proyek yang didanai dari pinjaman IBRD Nomor 8884-ID LƴǾŜǎǝƴƎ ƛƴ bǳǘǊƛǝƻƴ ŀƴŘ 
Early Years (INEY) di Kementerian Sekretariat Negara.

3
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Pemeriksaan Kinerja 
IHPS I Tahun  2022  memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah 

pusat terdiri atas 1 tema prioritas nasional yaitu penguatan infrastruktur. 

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah 

pusat. 

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 6 temuan 
yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil 
pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan 

disajikan pada Lampiran B.2.

Penguatan Infrastruktur  

PADA     semester     I     tahun     2022     BPK     telah     menyampaikan hasil 

pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat 

dengan tema penguatan infrastruktur, yaitu pemeriksaan atas efektivitas 
pemerintah dalam menerapkan transportasi perkotaan berkelanjutan di 

wilayah Jabodetabek.

Efektivitas Pemerintah dalam Menerapkan Transportasi 

Perkotaan Berkelanjutan 

PEMERIKSAAN kinerja efektivitas pemerintah dalam menerapkan 
transportasi perkotaan berkelanjutan TA 2019 s.d. semester I tahun 2021 

di wilayah Jabodetabek dilaksanakan pada Kementerian Perhubungan 

(Kemenhub) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta. Uraian secara 
terperinci dapat dilihat pada Gambar 1.8.
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Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk 

pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS I Tahun 2022 
memuat 5 hasil pemeriksaan DTT kepatuhan pada pemerintah pusat, 

yang dilakukan pada 5 kementerian/lembaga. 

Hasil pemeriksaan DTT kepatuhan atas 5 objek pemeriksaan pada 

pemerintah pusat menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan 

sesuai kriteria dengan pengecualian pada 3 (60%) objek pemeriksaan, dan 
tidak sesuai dengan kriteria pada 2 (40%) objek pemeriksaan. 

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan  115 
temuan yang memuat 184 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 
76 kelemahan SPI, 85 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp1,22 
triliun, dan 23 permasalahan 3E sebesar Rp104,42 miliar. Selama proses 

pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan 
tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar 

Rp122,13 miliar. Hasil ini disajikan pada Gambar 1.9.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT kepatuhan pada pemerintah pusat 

menurut tema pemeriksaan disajikan pada Lampiran B.3. Sementara itu, 

rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat 

selengkapnya disajikan dalam Lampiran 2.3 pada ƅŀǎƘ ŘƛǎƪΦ  

Selain itu, IHPS I Tahun 2022 juga memuat hasil pemeriksaan kepatuhan 

atas bantuan keuangan partai politik serta hasil penghitungan kerugian 
negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN
PADA PEMERINTAH PUSAT

ketidakpatuhan

Ketidakpatuhan terhadap Ketidakhematan dan 
ketidakefektifan 

Ketidakefektifan

Ketidakhematan

Pada saat pemeriksaan, entitas telah 
menindaklanjuti dengan  menyerahkan 
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Pemeriksaan Kepatuhan

HASIL pemeriksaan kepatuhan yang dilaporkan pada IHPS I Tahun 2022 

pada pemerintah pusat, dibagi menjadi dua tema, yaitu (1) Pembangunan 

sumber daya manusia; dan (2) Penguatan stabilitas politik, hukum, 
pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan 

publik.

Pembangunan Sumber Daya Manusia 

PADA semester I tahun 2022, BPK telah menyelesaikan 1 LHP kepatuhan 

yang terkait dengan tema prioritas nasional (PN) pembangunan sumber 

daya manusia, yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban pelayanan 

pertanahan entitas yang berbadan hukum.

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertanahan Entitas 

yang Berbadan Hukum
BPK telah menyelesaikan LHP kepatuhan atas pengelolaan dan 

pertanggungjawaban pelayanan pertanahan entitas yang berbadan hukum 
tahun 2020-2021 (semester I) pada Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang 

(ATR)/Badan  Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Hasil pemeriksaan BPK 

menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban  pelayanan 

pertanahan entitas yang berbadan hukum tahun 2020-2021 (semester I) 
telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan 
yang ditemukan antara lain: 

 ●  Pengadaan tanah untuk hunian tetap korban likuifaksi di Sulteng tidak 
sesuai ketentuan, di antaranya terdapat pengadaan tanah dilakukan 

tanpa pemberian ganti rugi kepada pemegang hak, luas dan lokasi 
lahan yang diserahkan BPN ke Kementerian PUPR/Pemkot Palu 
berbeda dengan yang dilepaskan oleh pemegang hak, dan lokasi hunian 

tetap terindikasi ƻǾŜǊƭŀǇǇƛƴƎ dengan pemegang hak lain. Akibatnya, 

pengadaan tanah untuk hunian tetap berpotensi menimbulkan 

permasalahan hukum di kemudian hari dan rumah hunian tetap yang 

dibangun di atas lahan yang belum dilepaskan tidak memiliki kepastian 
hukum. 

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri ATR/Kepala 
BPN melalui Sekretaris Jenderal agar: (1) Melakukan  pembinaan  

kepada Kakanwil BPN Provinsi Sulteng mengenai ketentuan  pengadaan 

tanah untuk  kepentingan  umum,  perpanjangan  dan  pembaruan hak; 
(2) Menginstruksikan Kakanwil BPN Provinsi Sulteng untuk membuat 
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Atas permasalahan ini BPK  merekomendasikan  Menteri  ATR/
Kepala  BPN  melalui  Sekretaris  Jenderal Kementerian ATR/BPN 
agar menginstruksikan Kepala  Pusdatin  untuk  menyempurnakan  
sistem  aplikasi  KKP  dengan  tidak memberikan akses pilihan dalam 
melakukan input alas hak untuk layanan perpanjangan/pembaruan 
hak, dan Kepala Kantah untuk menyelenggarakan pembinaan kepada 

petugas loket supaya cermat dalam melakukan input data alas hak.

 Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan 
pertanggungjawaban pelayanan pertanahan entitas yang berbadan hukum 
pada Kementerian  ATR/ BPN mengungkapkan 7 temuan yang memuat 
8 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 5 kelemahan sistem 
pengendalian intern dan 3 ketidakpatuhan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan 
atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pelayanan pertanahan entitas 
berbadan hukum disajikan selengkapnya pada Lampiran B.3.

Penguatan Stabilitas Polhukhankam 

dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester I tahun 2022, BPK telah menyelesaikan 4 LHP kepatuhan 

yang terkait dengan tema PN penguatan stabilitas polhukhankam dan 

transformasi pelayanan publik. Hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas 

tema ini meliputi hasil pemeriksaan atas: (1) Pengelolaan belanja; (2) Kerja 
sama pemanfaatan barang milik negara; dan (3) Pengelolaan program 
yang dibiayai dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai.

Pengelolaan Belanja 
PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja dilaksanakan terhadap 2 objek 

pemeriksaan yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah TA 2016-2021 

pada BMKG dan belanja barang TA 2019-triwulan III tahun 2021 pada 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Uraian hasil pemeriksaan atas 

pengelolaan belanja secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.10.
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Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 

12 temuan yang memuat 19 permasalahan, yang terdiri atas 12 
permasalahan kelemahan SPI dan 7 permasalahan ketidakpatuhan. 
Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap 
kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

 ●  Dalam penatausahaan aset tetap, OJK tidak melakukan inventarisasi 
atas seluruh aset tetap sebagai dasar pemutakhiran data dalam sistem 

informasi akuntansi terintegrasi OJK (SIAUTO). Selain itu, satuan kerja 
di daerah tidak dapat melakukan pemutakhiran data pada aplikasi 
SIAUTO atas data aset tetap hasil pengadaan Departemen Logistik 
(DLOG). Akibatnya, OJK belum memiliki data dan informasi aset tetap 
yang lengkap dan mutakhir. 

BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK menginstruksikan 
kepada Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik untuk 
melakukan inventarisasi aset tetap secara menyeluruh melalui sensus 
Barang Milik OJK (BMOJK) dan Barang Milik Pihak Lain (BMPL), baik 
yang bersumber dari APBN maupun pungutan OJK. 

 ●  OJK merencanakan pembangunan Gedung Indonesia CƛƴŀƴŎƛŀƭ /ŜƴǘŜǊ 
(IdFC) sebagai Gedung Kantor Pusat OJK di Lot 1 SCBD berdasarkan 
nota kesepahaman antara OJK dan Kementerian Keuangan tentang 
Penggunaan BMN Kementerian Keuangan tanggal 2 April 2019. Nota 
kesepahaman tersebut ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama 
(PKS) yang disepakati antara OJK dan Kementerian Keuangan tanggal 
31 Mei 2019. Nota kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 5 tahun 
dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan 

tertulis.  

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa selama tahun 2021 tidak 
terdapat perkembangan dan kemajuan serta pengeluaran dana untuk 

pembangunan Gedung Kantor Pusat. Pada 26 September 2021 OJK 
bersurat kepada Kementerian Keuangan, menyampaikan bahwa 

nota kesepahaman dan PKS rencana pembangunan Gedung IdFC 
perlu diadendum dengan melakukan penyesuaian klausul perjanjian 

berdasarkan perkembangan dan kebutuhan terbaru. Atas surat ini, 

Kementerian Keuangan menanggapi bahwa usulan adendum OJK 
ini perlu segera ditindaklanjuti, dengan pertimbangan “tanah Lot 
1 SCBD tidak ƛŘƭŜ lebih lama lagiî. Namun demikian, sampai dengan 
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Lembaga Penjamin Simpanan

LEMBAGA Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk berdasarkan UU Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah 
diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 
LPS). 

Berdasarkan ketentuan UU LPS tersebut, LPS merupakan lembaga  yang  

independen,  transparan, dan akuntabel, yang dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Presiden. LPS memiliki 

fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam 
memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. 

Untuk itu, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib menjadi peserta penjaminan 
termasuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS), dan sebagai bagian dari penyelenggaraan fungsi penjaminan, LPS 
menerima premi dari bank peserta penjaminan.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS berkewajiban menyusun 

laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan 

Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), LAK, dan 
CaLK. Laporan Keuangan LPS (LK LPS) Tahun 2021 disusun berdasarkan 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan kebijakan akuntansi LPS yang 
ditetapkan dengan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Kebijakan Akuntansi LPS untuk periode tahun buku dimulai 

pada tanggal 1 Januari 2021. Berdasarkan LK LPS Tahun 2021 (ŀǳŘƛǘŜŘ), 
nilai aset dan liabilitas LPS per 31 Desember 2021 masing-masing 
sebesar Rp162,01 triliun dan Rp864,71 miliar, dengan total penghasilan 
komprehensif selama tahun 2021 sebesar Rp21,96 triliun. Berdasarkan 
hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP atas LK LPS Tahun 2021. 

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, 

hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 9 temuan yang memuat 
13 permasalahan, yang terdiri atas 8 permasalahan kelemahan SPI 
dan 5 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut tidak 
memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan 
keuangan, di antaranya:
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 ●  Penyelesaian utang lainnya atas klaim kedaluwarsa dan dana titipan 
hasil likuidasi Bank Dalam Likuidasi (BDL) berlarut-larut, yaitu: (1) LPS 
belum menyelesaikan pembayaran atas klaim 14 BDL sebesar Rp1,96 
miliar yang tidak diambil oleh nasabah layak bayar setelah jangka waktu 
5 tahun (klaim kedaluwarsa), sesuai dengan PDK Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Penanganan Klaim Penjaminan Pembayaran; dan (2) LPS 
belum menyelesaikan pembayaran atas dana titipan hasil likuidasi BDL 
yang berumur lebih dari 7 tahun kepada pihak yang berhak sebesar 

Rp1,17 miliar. Akibatnya, kegiatan penanganan klaim dan resolusi bank 
oleh LPS belum dilaksanakan secara efektif. 

BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner LPS agar 

menginstruksikan Kepala Eksekutif untuk menyusun mekanisme 
pemutakhiran data dan pendistribusian atas klaim kedaluwarsa dan 

dana titipan hasil likuidasi BDL kepada kreditur yang berhak.

Badan Pengelola Keuangan Haji

BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dibentuk berdasarkan UU 
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pembentukan, 
tugas pokok, dan fungsi BPKH tersebut diatur lebih lanjut dalam 

Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang 
Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan 

Pelaksana BPKH, Perpres Nomor 110 Tahun 2017 tanggal 11 Desember 

2017 tentang BPKH, dan PP Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 19 Februari 
2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Haji. 

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, 

BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji dalam rangka 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan 

efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), serta 
manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Sebagai bentuk transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji, BPKH berkewajiban untuk 

membuat laporan keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Operasional 
(LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan 
Perubahan Aset Neto (LPAN), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
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LK BPKH disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan yang berlaku. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 
yang terkait dengan penyusunan LK BPKH antara lain:

 ●  PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Hal 
ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 pada Pasal 20 ayat (4) yang 
menyatakan bahwa pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan 

secara korporatif dan nirlaba.

 ●  PSAK Syariah. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 pada Pasal 
48 ayat (2) yang menyatakan bahwa penempatan dan/atau investasi 
dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan 
aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

 ●  PSAK umum lainnya untuk transaksi yang belum diatur pada PSAK 

Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sesuai dengan LK BPKH Tahun 2021 (ŀǳŘƛǘŜŘ) nilai aset dan liabilitas 
BPKH per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp160,59 
triliun dan Rp142,88 triliun, sehingga jumlah aset neto sebesar Rp17,71 
triliun. Pendapatan dan Beban BPKH Tahun 2021 masing-masing sebesar 

Rp10,76 triliun dan Rp3,04 triliun, sehingga terdapat surplus komprehensif 
sebesar Rp7,72 triliun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan 
opini WTP atas LK BPKH Tahun 2021. Dalam opini BPK, BPK memberikan 
penekanan bahwa proses integrasi dan sinkronisasi antara Laporan 

Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama 
dan LK BPKH penting untuk dioptimalkan mengingat proses tersebut 
belum berjalan dengan baik. 

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 13 
temuan pemeriksaan yang memuat 27 permasalahan, yang terdiri atas 

19 permasalahan kelemahan SPI dan 8 permasalahan ketidakpatuhan 
sebesar Rp10,62 miliar. Namun demikian, permasalahan tersebut tidak 
memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan 
keuangan, di antaranya: 
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Utang Rekening ǾƛǊǘǳŀƭ ŀŎŎƻǳƴǘ antara Divisi Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan serta Divisi Teknologi Informasi; (5) Perincian mutasi keluar 
Utang ǾƛǊǘǳŀƭ ŀŎŎƻǳƴǘ belum dapat dijelaskan sebesar Rp1,32 miliar; 
dan (6) Anomali data pada penghitungan alokasi Nilai Manfaat ǾƛǊǘǳŀƭ 
ŀŎŎƻǳƴǘ tahun 2021. Akibatnya, saldo Liabilitas Jangka Panjang – Dana 
Titipan Jemaah tidak akurat dan pengungkapannya pada laporan 
keuangan belum menggambarkan nilai utang dan jumlah jemaah yang 

sesungguhnya, serta calon jemaah haji berpotensi tidak mendapatkan 
hak nilai manfaat ǾƛǊǘǳŀƭ ŀŎŎƻǳƴǘ sesuai dengan ketentuan.

BPK merekomendasikan kepada Kepala dan Anggota Badan Pelaksana 

BPKH antara lain agar melakukan penyempurnaan atas sistem GL dan 

Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) agar terhubung langsung 
dengan sistem BPS BPIH dan sistem Siskohat, melakukan rekonsiliasi 

setiap triwulan dengan Kementerian Agama dan BPS BPIH, serta 
menelusuri selisih data jemaah.

Pemeriksaan Kinerja
IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN 

dan badan lainnya atas tema prioritas nasional penguatan ketahanan 

ekonomi. Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 5 objek pemeriksaan 

pada 4 BUMN dan 1 badan lainnya. 

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 48 temuan 
yang memuat 62 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan 
kekurangan penerimaan sebesar US$0,77 juta atau ekuivalen dengan 
Rp11,44 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan 
Badan Lainnya menurut tema pemeriksaan disajikan pada Lampiran D.2.

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester I tahun 2022 BPK telah menyampaikan hasil 

pemeriksaan kinerja atas 4 objek pemeriksaan pada BUMN dan 1 badan 
lainnya dengan tema penguatan ketahanan ekonomi, yaitu efektivitas 
manufaktur dalam rangka peningkatan nilai tambah sumber daya mineral 

timah, efektivitas kegiatan pengelolaan piutang usaha, efektivitas 
pengelolaan bisnis dan operasi jasa kurir domestik, pengembangan dan 
pemasaran kawasan pariwisata, dan efektivitas pengelolaan material 
persediaan dan harta benda modal.
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Efektivitas Manufaktur Dalam Rangka Peningkatan Nilai Tambah 

Sumber Daya Mineral Timah 

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas manufaktur dalam rangka 
peningkatan nilai tambah sumber daya mineral timah tahun buku 2019 
s.d. 2021 dilaksanakan pada PT Timah Industri dan instansi terkait.

PT Timah Industri merupakan entitas anak langsung yang dimiliki 
oleh PT Timah Tbk yang bergerak di bidang industri kimia ¢ƛƴ .ŀǎŜŘ ¢ƛƴ 
/ƘŜƳƛŎŀƭ. PT Timah Industri didirikan sebagai bentuk hilirisasi produk 

logam timah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah Perseroan 
berupa tƛƴ ǎƻƭŘŜǊ dan ǝƴ ŎƘŜƳƛŎŀƭΦ

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan PT Timah 

Industri terkait pengelolaan manufaktur belum sepenuhnya efektif dalam 
rangka mencapai tujuan peningkatan nilai tambah sumber daya mineral 
timah. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan 
antara lain: 

 ●  Penjualan atas ǝƴ ŎƘŜƳƛŎŀƭ pada PT Timah Industri Tahun 2019 s.d. 2021 
belum sesuai dengan target dan PT TI menanggung beban depresiasi 

atas ƛŘƭŜ ŎŀǇŀŎƛǘȅ sebesar Rp28,84 miliar. Berdasarkan pembandingan 
terdapat ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan 
realisasi pelaksanaan program kerja untuk mencapai sasaran dalam 
meningkatkan ǊŜǾŜƴǳŜ dan penjualan ǝƴ ŎƘŜƳƛŎŀƭ. Ketidaksinkronan 
atas dokumen perencanaan tersebut antara lain terjadi antara sasaran 
ǊŜǾŜƴǳŜ pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2018-2022 
dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019, 
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAPP) 2020, 
dan RJPP 2021-2025 dengan RKAPP 2021 serta sasaran penjualan 
pada RJPP 2018-2022 dengan RKAP tahun 2019. Realisasi ǊŜǾŜƴǳŜ 

dan penjualan tahun 2019-2021 (s.d. November) lebih rendah dari 
sasaran yang ditetapkan. Kapasitas produksi pada pabrik ǝƴ ŎƘŜƳƛŎŀƭ 
belum sesuai dengan kapasitas terpasang sehingga PT Timah Industri 

menanggung beban depresiasi atas ƛŘƭŜ ŎŀǇŀŎƛǘȅ sebesar Rp28,84 
miliar serta dukungan bahan baku untuk kebutuhan produksi belum 

optimal. Hal tersebut mengakibatkan PT Timah Industri belum efektif 
melakukan peningkatan pendapatan dari penjualan di lini produksi ǝƴ 
ŎƘŜƳƛŎŀƭ.   
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 ●  Memerintahkan Direksi PT Timah Industri untuk melakukan kajian 

secara komprehensif atas aspek-aspek pengembangan produk ǝƴ 
ǎƻƭŘŜǊ, antara lain teknologi dan riset berkelanjutan serta strategi 

pemasaran hasil pengembangan produk; dan menyusun rencana kerja 
konkrit pengembangan produk ǝƴ ǎƻƭŘŜǊ dengan mempertimbangkan 
hasil kajian secara komprehensif atas aspek-aspek pengembangan 
produk.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas manufaktur dalam rangka 
peningkatan nilai tambah sumber daya mineral timah mengungkapkan 6 
temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Kegiatan Pengelolaan Piutang Usaha

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan pengelolaan piutang 
usaha untuk meningkatkan laba perusahaan tahun 2019 - semester I 
tahun 2021 dilaksanakan pada PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina, 
ǎǳōƘƻƭŘƛƴƎ dan anak perusahaan. 

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh PT 

Pertamina, ǎǳōƘƻƭŘƛƴƎ dan anak perusahaan masih kurang efektif dalam 
melakukan kegiatan pengelolaan piutang usaha. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan permasalahan antara lain:

 ●  Kegiatan ŎƻƭƭŜŎǝƴƎ penjualan ŦǳŜƭ yang menimbulkan piutang 

kepada Phoenix Petroleum Philippines Inc (PPPI) belum sepenuhnya 
memadai, dan berpotensi tidak tertagih sebesar US$124,53 juta 
beserta klaim ŘŜƳǳǊǊŀƎŜ ϧ ŘŜǾƛŀǝƻƴ Ŏƻǎǘ dan ǇŜƴŀƭǘȅ ƛƴǘŜǊŜǎǘ sebesar 

US$9,23 juta. Di antaranya, 1) Kondisi kinerja keuangan PPPI per 30 
September 2021 tidak cukup baik dan berpotensi kesulitan dalam 
membayar kewajibannya kepada Pertamina International Marketing 
& Distribution, Pte Ltd (PT PIMD); 2) Piutang jatuh tempo PPPI yang 
belum diterima tidak memiliki jaminan yang ƭƛǉǳƛŘ, dan Jaminan 
tŀǊŜƴǘ /ƻƳǇŀƴȅ DǳŀǊŀƴǘŜŜ (PCG) dari Udenna Corporation belum 
menunjukkan kepastian pembayaran piutang; 3) Surat penagihan 
atas piutang jatuh tempo PPPI kepada Udenna Corporation belum 
menagihkan nilai ǇŜƴŀƭǘȅ ƛƴǘŜǊŜǎǘ ǇŀȅƳŜƴǘ dan belum melakukan 

upaya hukum. Akibatnya perusahaan tidak dapat segera memanfaatkan 
hasil pembayaran piutang usaha yang seharusnya sudah diterima dan 

potensi kehilangan penerimaan atas piutang usaha PT PIMD kepada 

PPPI sebesar US$133,77 juta.
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 �  Menerapkan pembayaran dengan metode ŀǳǘƻŎƻƭƭŜŎǝƻƴ dan 

ŀǳǘƻōƭƻŎƪƛƴƎ secara ketat; ŀǳǘƻŎƻƭƭŜŎǝƻƴ ketat yaitu permintaan 

tidak akan dilayani apabila saldo deposit tidak mencukupi sebesar 
transaksi; ŀǳǘƻōƭƻŎƪƛƴƎ secara ketat yaitu transaksi tidak dilayani 
bila telah melebihi kredit limit.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja efektivitas kegiatan pengelolaan 
piutang usaha mengungkapkan 12 temuan yang memuat satu 

permasalahan kekurangan penerimaan sebesar US$0,77 juta dan 16 
permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Pengelolaan Bisnis dan Operasi Jasa Kurir Domestik 

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan bisnis dan operasi jasa kurir 
domestik layanan pos komersial standar tahun 2020 s.d. triwulan III 2021 
telah dilaksanakan pada PT Pos Indonesia (Persero). PT Pos Indonesia 
(Persero) telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan bisnis dan 
operasi jasa kurir domestik layanan pos komersial standar, antara lain: 

 ●  PT Pos Indonesia (Persero) juga telah mengupayakan penyusunan tarif 
yang cukup bersaing. PT Pos Indonesia (Persero) bekerja sama dengan 
RajaOngkir.com kemudian membuat aplikasi untuk mengetahui tarif 
para pesaing.

 ●  Dalam hal promosi, PT Pos Indonesia (Persero) telah 
mengimplementasikan ŎŀǎƘƭŜǎǎ pada lokapasar Shopee. /ŀǎƘƭŜǎǎ 

merupakan salah satu promosi untuk memudahkan pelanggan, di 

mana penjual pada lokapasar tidak perlu mengeluarkan biaya terlebih 
dahulu untuk pengiriman barangnya.

 ●  PT Pos Indonesia (Persero) telah berupaya untuk mencapai standar 
waktu penyerahan yang lebih baik yaitu melakukan pembenahan pola 

operasi pada masing-masing tahapan.

 ●  Untuk mencapai kualitas operasi yang baik dalam penanganan 
iregularitas, PT Pos Indonesia (Persero) telah menetapkan pedoman 
atau standar kualitas operasi surat dan paket dan penangan 

iregularitas. PT Pos Indonesia (Persero) juga telah memiliki aplikasi 
dalam menangani iregularitas.

Hasil pemeriksaan ditemukan permasalahan-permasalahan yang dapat 

menghambat efektivitas kegiatan pengelolaan bisnis dan operasi jasa kurir 
domestik layanan pos komersial standar, yaitu antara lain sebagai berikut: 
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Pengembangan dan Pemasaran Kawasan Pariwisata

PEMERIKSAAN kinerja atas kegiatan pengembangan dan pemasaran 
kawasan pariwisata Tahun Buku 2019, 2020, dan 2021 (s.d. triwulan III) 
dilaksanakan pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), 
selanjutnya disebut PT PPI (Persero), dan instansi terkait di DKI Jakarta, 
Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Uraian secara terperinci dapat dilihat pada 
Gambar 3.2.

Efektivitas Pengelolaan Material Persediaan 

dan Harta Benda Modal 

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan Material Persediaan 
(MP) dan Harta Benda Modal (HBM) oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi  (SKK Migas) dalam rangka 
optimalisasi Ŏƻǎǘ ǊŜŎƻǾŜǊȅ dan penerimaan migas negara tahun 2019 
s.d. 2020 dilaksanakan pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama 

(KKKS), dan entitas terkait lainnya. Uraian secara terperinci dapat dilihat 
pada Gambar 3.3.
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BAB IV 

Hasil 

Pemantauan BPK

U
NTUK memenuhi amanat Undang-Undang 

(UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU 

Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau 

pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi 
hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian 
negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan 

tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu 
semester sekali kepada lembaga perwakilan yaitu 

DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS. Selain itu, 

BPK memantau atas pemanfaatan hasil pemeriksaan 

investigatif (PI), penghitungan kerugian negara 
(PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).
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Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan
IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi 

hasil pemeriksaan (TLRHP) per semester I 2022 atas LHP yang diterbitkan tahun 

2005-semester I 2022. Hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 

2005-2009, 2010-2014, dan 2015-2019 disajikan secara umum, sedangkan hasil 
pemantauan atas LHP yang diterbitkan tahun 2020-semester I 2022 disajikan 
menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah/BUMD, BUMN, dan 
badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya 

yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan 
tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara 
tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib 
memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas 
rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban 
menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi 
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

BPK melakukan pemantauan pelaksanaan TLRHP untuk menentukan sejauh 
mana pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam 
tenggang waktu yang telah ditentukan. Jawaban atau penjelasan tentang tindak 
lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat 
yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya, BPK menelaah jawaban 
tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah 
dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017  tentang Pemantauan 
Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan 
tindak lanjut diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

 ● Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.

 ● Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi.

 ● Rekomendasi belum ditindaklanjuti.

 ● Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan 
rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai 
oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi 
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Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi periode 2005-semester I Juni 
2022 menurut jumlah rekomendasi disajikan pada DǊŀŬƪ пΦмΦ 

Grafik 4.1 Hasil Pemantauan TLRHP Periode 2005-Semester I 2022 
Menurut Jumlah Rekomendasi

Telah sesuai dengan rekomendasi 
Belum sesuai dengan rekomendasi

Tidak dapat ditindaklanjuti

Belum ditindaklanjuti

112.757 (17,1%) 511.380 (77,3%) 

6.922 (1,1%)

29.835 (4,5%) 

Total

660.894

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 

2005-semester I 2022 dikelompokkan menurut periode Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014, 
RPJMN 2015-2019, dan RPJMN 2020-2024 (untuk periode 2020-semester I 2022) 
disajikan pada DǊŀŬƪ пΦн.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2022, rekomendasi BPK atas hasil 
pemeriksaan periode 2005-semester I 2022 telah ditindaklanjuti entitas dengan 
penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan 

adalah sebesar Rp124,60 triliun.

Pemantauan TLRHP 2005-2009

BPK telah menyampaikan 140.080 rekomendasi atas hasil pemeriksaan 

periode 2005-2009 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp73,28 triliun, 
dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

 ● Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 123.163 rekomendasi (88,1%) 
sebesar Rp56,34 triliun.

 ● Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 12.315 rekomendasi (8,7%) 
sebesar Rp12,26 triliun.
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 ● Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 2.120 rekomendasi (1,5%) 
sebesar Rp564,84 miliar. 

 ● Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.482 rekomendasi (1,7%) 
sebesar Rp4,12 triliun. 

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2022, rekomendasi BPK atas 
hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan 
aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah 

sebesar Rp47,54 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai 
rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/

daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada [ŀƳǇƛǊŀƴ 9ΦмΦ

Pemantauan TLRHP 2010-2014

BPK telah menyampaikan 224.131 rekomendasi atas hasil pemeriksaan 
periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp64,67 triliun, 
dengan hasil pemantauan sebagai berikut. 

 ● Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 188.648 rekomendasi (84,3%) 
sebesar Rp35,00  triliun. 

 ● Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 26.853 rekomendasi (12,0%) 
sebesar Rp21,48 triliun. 

 ● Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 5.357 rekomendasi (2,3%) 
sebesar Rp761,68  miliar. 

 ● Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 3.273 rekomendasi (1,4%) 
sebesar Rp7,43 triliun. 

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2022, rekomendasi BPK atas 
hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan 
aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah 

sebesar Rp31,87 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai 
rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/

daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada [ŀƳǇƛǊŀƴ 9ΦмΦ 

Pemantauan TLRHP 2015-2019

BPK telah menyampaikan 199.891 rekomendasi atas hasil pemeriksaan 

periode 2015-2019 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp117,32 triliun, 
dengan hasil pemantauan sebagai berikut. 

 ● Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 153.901 rekomendasi (77,1%) 
sebesar Rp47,61 triliun. 
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 ● Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 39.464 rekomendasi (19,7%) 
sebesar Rp56,18 triliun. 

 ● Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 5.384 rekomendasi (2,7%) 
sebesar Rp1,74 triliun.

 ● Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 1.142 rekomendasi (0,5%) 
sebesar Rp11,79 triliun. 

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2022, rekomendasi BPK atas hasil 
pemeriksaan periode 2015-2019 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan 
aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah 

sebesar Rp29,76 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai 
rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/

daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada [ŀƳǇƛǊŀƴ 9Φм

Pemantauan TLRHP Tahun 2020-Semester I 2022

BPK telah menyampaikan 96.792 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 
2020-semester I 2022 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp47,28 triliun, 
dengan hasil pemantauan sebagai berikut. 

 ● Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 45.668 rekomendasi (47,2%) 
sebesar Rp9,24 triliun. 

 ● Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 34.125 rekomendasi (35,2%) 
sebesar Rp21,51 triliun.

 ● Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 16.974 rekomendasi (17,5%) 
sebesar Rp16,53 triliun.

 ● Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 25 rekomendasi (0,1%) 
sebesar Rp4,28 miliar.

Secara kumulatif rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-semester 
I 2022 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran 
uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp15,43 triliun. Perincian 
pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset 
dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat 

dilihat pada [ŀƳǇƛǊŀƴ 9Φм

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

BUMN, dan Badan Lainnya untuk periode penerbitan LHP tahun 2020-semester I 
2022 dapat dilihat pada DǊŀŬƪ пΦоΦ
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Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-semester I 2022 pada 

kementerian/lembaga sebanyak 16.186 rekomendasi sebesar Rp28,53 triliun. 
Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi 
sebanyak 6.661 rekomendasi (41,1%) sebesar Rp7,23 triliun. Sebanyak 
4.612 rekomendasi (28,5%) sebesar Rp15,69 triliun belum sesuai dengan 
rekomendasi. Sebanyak 4.906 rekomendasi (30,3%) sebesar Rp5,61 triliun 
belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 7 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp203,53 
juta tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah 
menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara sebesar 
Rp12,34 triliun. 

Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-semester I 2022 pada 

entitas pemerintah pusat disajikan pada [ŀƳǇƛǊŀƴ рΦм dalam ƅŀǎƘ Řƛǎƪ.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-semester I 2022 pada 

pemerintah daerah/BUMD sebanyak 75.365 rekomendasi sebesar Rp6,98 triliun. 
Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi 
sebanyak 37.674 rekomendasi (49,9%) sebesar Rp1,87 triliun. Sebanyak 
28.613 rekomendasi (38,0%) sebesar Rp4,39 triliun belum sesuai dengan 
rekomendasi. Sebanyak 9.063 rekomendasi (12,0%) sebesar Rp710,51 miliar 
belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 15 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp4,08 
miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah 
menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah 
sebesar Rp2,87 triliun.

Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-semester I 2022 pada 

pemerintah daerah/BUMD disajikan pada [ŀƳǇƛǊŀƴ рΦн dalam ƅŀǎƘ ŘƛǎƪΦ

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-semester I 2022 pada BUMN 
sebanyak 4.243 rekomendasi sebesar Rp3,18 triliun. Dari jumlah tersebut, yang 
telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.043 rekomendasi 
(24,5%) sebesar Rp132,26 miliar. Sebanyak 614 rekomendasi (14,5%) sebesar 
Rp1,22 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 2.583 rekomendasi 
(60,9%) sebesar Rp1,83 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 3 rekomendasi 
(0,1%) tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas 
telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/
perusahaan sebesar Rp209,47 miliar. 
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Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-semester I 2022 pada 

BUMN disajikan pada [ŀƳǇƛǊŀƴ рΦо dalam ƅŀǎƘ ŘƛǎƪΦ

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-semester I 2022 pada 

Badan Lainnya sebanyak 998 rekomendasi sebesar Rp8,59 triliun. Dari jumlah 
tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 290 
rekomendasi (29,1%) sebesar Rp13,24 miliar. Sebanyak 286 rekomendasi (28,7%) 
sebesar Rp194,81 miliar belum sesuai dengan rekomendasi, dan sebanyak 422 

rekomendasi (42,2%) sebesar Rp8,38 triliun belum ditindaklanjuti. Terhadap 
rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/
penyetoran ke kas negara/badan lainnya sebesar Rp21,11 miliar.

Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-semester I 2022 pada 

Badan Lainnya disajikan pada [ŀƳǇƛǊŀƴ рΦп dalam ƅŀǎƘ Řƛǎƪ.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/

Daerah
IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian 

negara/daerah periode 2005-semester I 2022 dengan status telah ditetapkan. 

Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai 
kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan 

instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan 
selama periode 2005-semester I 2022 sebesar Rp4,56 triliun. Kerugian negara/

daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan 
BUMD, seperti disajikan pada DǊŀŬƪ пΦпΦ
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Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian pada pemerintah 
pusat menunjukkan bahwa: terdapat kerugian negara sebesar Rp1,08 triliun 
dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp96,89 miliar (9%), 
pelunasan sebesar Rp577,88 miliar (53%), dan penghapusan sebesar Rp32,52 
miliar (3%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebesar Rp377,04 miliar (35%).

Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada pemerintah daerah 
menunjukkan bahwa: terdapat kerugian daerah sebesar Rp3,33 triliun dengan 
tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp262,67 miliar (8%), 
pelunasan sebesar Rp1,65 triliun (50%), dan penghapusan sebesar Rp38,07 
miliar (1%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah sebesar Rp1,38 triliun (41%).

BUMN

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada BUMN menunjukkan 
bahwa: terdapat kerugian sebesar Rp129,11 miliar dengan tingkat penyelesaian 
terdiri atas angsuran sebesar Rp4,96 miliar (4%), pelunasan sebesar Rp28,58 
miliar (22%), dan penghapusan sebesar Rp13,94 miliar (11%). Sisa kerugian pada 
BUMN sebesar Rp81,63 miliar (63%).

BUMD

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada BUMD menunjukkan 
bahwa: terdapat kerugian sebesar Rp20,99 miliar dengan tingkat penyelesaian 
terdiri atas angsuran sebesar Rp0,70 miliar (3%), pelunasan sebesar Rp6,62 
miliar (32%), dan penghapusan sebesar Rp0,15 miliar (1%). Sisa kerugian pada 
BUMD sebesar Rp13,52 miliar (64%).
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Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, 

Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian 

Keterangan Ahli
IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemantauan sampai dengan semester I 2022 

atas pemanfaatan laporan hasil PI dan PKN serta PKA yang diterbitkan periode 

2017- semester I 2022. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan 
hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan; pemanfaatan laporan hasil PKN 

dalam penyiapan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan; 

serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut 

Umum (JPU).

Pada periode 2017- semester I 2022, BPK menyampaikan 25 laporan hasil 
PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun dan 
311 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp57,53 
triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 324 kasus 
PKA pada tahap persidangan. Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta 

pemberian keterangan ahli adalah sebagai berikut.

 ● 25 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 9 laporan telah dimanfaatkan 

dalam proses penyelidikan dan 16 laporan dimanfaatkan dalam proses 

penyidikan.

 ● 311 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 46 laporan sudah dimanfaatkan 
dalam proses penyidikan dan 265 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas 

penyidikan sudah lengkap).

 ● 324 PKA di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh JPU.

Perincian data hasil pemanfaatan laporan hasil PI, PKN dan PKA periode 2017- 
semester I 2022 oleh instansi yang berwenang disajikan dalam DǊŀŬƪ пΦсΦ
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Lampiran A.1

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2022 pada Pemerintah Pusat 

Lampiran

No Urut Entitas Jml Laporan Hasil Pemeriksaan

A. Lintas Komisi

Komisi I sampai dengan Komisi IX

1 1 Dewan Perwakilan Rakyat 1 LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2021

2 2 Pemerintah Pusat 1 LK Pemerintah Pusat Tahun 2021

Jumlah 2

B. Setiap Komisi

Komisi I

1 3 Badan Intelijen Negara 1 LK Badan Intelijen Negara Tahun 2021

2 4 Badan Keamanan Laut 1 LK Badan Keamanan Laut Tahun 2021

3 5 Badan Siber dan Sandi Negara 1 LK Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2021

4 6 Dewan Ketahanan Nasional 1 LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021

5 7 Kementerian Komunikasi dan Informatika 1 LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

8 1 LK Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) - Dana Bantuan 
Operasional Layanan Pos Universal Tahun 2021 pada Unit Akuntansi 
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian 
Komunikasi dan Informatika di DKI Jakarta dan Jawa Barat Sebagai 
Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2021

6 9 Kementerian Luar Negeri 1 LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2021

7 10 Kementerian Pertahanan 1 LK Kementerian Pertahanan Tahun 2021

8 11 Lembaga Ketahanan Nasional 1 LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2021

9 12 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik 
Indonesia

1 LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2021

10 13 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik 
Indonesia

1 LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2021

Jumlah 11

Komisi II

1 14 Arsip Nasional Republik Indonesia 1 LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2021

2 15 Badan Kepegawaian Negara 1 LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021

3 16 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 1 LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2021

4 17 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 1 LK Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021

5 18 Badan Pengawas Pemilihan Umum 1 LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021
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Daftar Singkatan & Akronim

A
ABT : Anggaran Belanja Tambahan

ADB : !ǎƛŀƴ 5ŜǾŜƭƻǇƳŜƴǘ .ŀƴƪ

ADD : !ŎŎŜǇǘŜŘ 5ƛǎŎƘŀǊƎŜ 5ŀǘŜ

ADG : Anggota Dewan Gubernur

ADK : Anggota Dewan Komisioner

AFE : !ǳǘƘƻǊƛȊŀǝƻƴ CƻǊ 9ȄǇŜƴŘƛǘǳǊŜ

Aklap : Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

AKSI : !ŘǾŀƴŎŜǎ YƴƻǿƭŜŘƎŜ ŀƴŘ {ƪƛƭƭǎ ŦƻǊ {ǳǎǘŀƛƴŀōƭŜ DǊƻǿǘƘ tǊƻƧŜŎǘ 
ƛƴ LƴŘƻƴŜǎƛŀ

ANRI : Arsip Nasional Republik Indonesia

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APIP : Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

ASN : Aparatur Sipil Negara

ATB : Aset Tak Berwujud

ATM : Anjungan Tunai Mandiri

ATR : Agraria dan Tata Ruang

ATS : !ƴƴǳŀƭ ¢ŜŎƘƴƛŎŀƭ {ǳǇǇƻǊǘ

B
BA : Bagian Anggaran

BABUN : Bagian Anggaran BUN

Bakamla : Badan Keamanan Laut
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Glosarium

A
!ǳǘƘƻǊƛȊŀǝƻƴ ŦƻǊ 9ȄǇŜƴŘƛǘǳǊŜ 

(AFE)
: Izin pengeluaran biaya proyek yang anggarannya telah disetujui 

sebelumnya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). AFE sendiri 
bukanlah anggaran, melainkan sebuah izin lebih lanjut atas penggunaan 
anggaran. Fungsi anggaran tetap berada di RKA atau yang biasa disebut 
dengan WP&B (²ƻǊƪ tǊƻƎǊŀƳ ϧ .ǳŘƎŜǘ). Jadi secara ketentuan, sebuah 
anggaran proyek tidak boleh dibelanjakan tanpa menggunakan AFE. 
Sebaliknya, suatu AFE tidak akan dapat diterbitkan atas proyek yang 
tidak terdapat dalam WP&B.

!ǳǘƻōƭƻŎƪƛƴƎ : Penyelesaian kewajiban piutang berupa penghentian layanan secara 
otomatis.

!ǳǘƻŎƻƭƭŜŎǝƻƴ : Pembayaran tagihan dengan cara melakukan pendebetan rekening bank 
secara otomatis.

B
Bank Umum Syariah (BUS) : Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran (UU 21 Tahun 2008).

Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah (BPRS)

: Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 
lintas pembayaran (Nomor 21 Tahun 2008).

.ŀǎŜ tǊƛŎŜ : Harga yang dikutip sebagai dasar tanpa termasuk biaya tambahan.

Beban Kontribusi : Pengembalian bunga/imbalan atas SUN dan/atau SBSN dalam rangka 
pembiayaan penanganan kesehatan.

.ƛƭƭ hŦ aŀǘŜǊƛŀƭ : Merupakan panduan/formula untuk menentukan jumlah Ǌŀǿ ƳŀǘŜǊƛŀƭ 
yang diperlukan dalam memproduksi ǝƴ ŎƘŜƳƛŎŀƭ yang diterbitkan oleh 
Supervisor Laboratorium.

.ǳƭƪ : Harga yang dikutip sebagai dasar tanpa termasuk biaya tambahan.

.ǳƭƪ RTF (wŜŀŘȅ ¢ƻ Cƛƭƭ) : Konsentrat/bakal vaksin COVID-19 yang siap untuk diproduksi setelah 
melewati rangkaian pengujian dan proses registrasi.

.ȅ ƴŀƳŜ ōȅ ŀŘŘǊŜǎǎ ό5ŀǘŀύ : Data yang memuat nama secara lengkap dan alamat dari orang atau 
suatu kelompok /organisasi.

C
/ŀǇƛǘŀƭ ŜȄǇŜƴŘƛǘǳǊŜ : Dana yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh, 

meningkatkan, dan memelihara aset fisik seperti properti, pabrik, 
bangunan, teknologi, atau peralatan.
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